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ABSTRAK 
 

Ketidakjelasan batas kewenangan Negara Indonesia dalam mengurusi 
urusan keagamaan telah menimbulkan implikasi negatif yang besar dalam 
mempertahankan pluralitas aliran agama di Indonesia, khususnya aliran-aliran 
atau mazhab-mazhab Islam. Ini menjadi sentral persoalan munculnya niat untuk 
mengangkat tema ini dalam bentuk karya tulis ini adalah, pertama, terjadinya 
penyesatan antar aliran Islam di Indonesia sehingga menimbulkan kekerasan di 
masyarakat. Kedua, persoalan ini juga banyak ditarik kepada ranah agama (Islam), 
seperti mendasarkan pada dalil-dalil agama (Islam) dalam melakukan berbagai 
tindakan. Ketiga, dalam proses “pertikaian” antar aliran ini, nyatanya pemerintah 
Indonesia juga ikut serta dalam mengklaim ajaran satu aliran yang benar dari 
aliran yang lain sehingga aliran yang kedua ini tersisihkan dan tidak dapat 
menjalankan ajaran yang diyakininya itu. 

Pertanyaan yang dipecahkan melalui penelitian ini adalah, pertama apa 
landasan atau dasar negara Indonesia mengintervensi urusan keagamaan 
warganya? Kedua, bagaimana batas-batas kewenangan negara dalam 
mengintervensi urusan aliran keagamaan warganya dalam perspektif hukum Islam 
dan Undang-Undang Dasar 1945? 

Penulisan karya ini dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, 
pendekatan Yuridis-Normatif, mengingat yang dikaji adalah masalah aturan 
norma-norma yang menjadi dasar dari pengaturan tentang kewenangan negara 
terhadap urusan rakyatnya. Semantara pendekatan kedua adalah komparatif antara 
hukum positif dan hukum Islam. Ini dilakukan untuk mengklarifikasi antara 
konsepsi Islam dan UUD 1945 Indonesia sebagai bagian dari perkembangan 
hukum negara modern. 

 Hasil dari karya tulis ini menunjukkan, pertama, bahwa negara Indonesia 
memiliki kewenangan untuk mengintervensi urusan keagamaan rakyatnya. 
Dasarnya adalah ayat ke-1 Pancasila yang kemudian direpresentasikan melalui 
UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Hanya saja, dasar ini tidak 
menjadikan Indonesia sebagai negara agama, sebab pembentukan Pasal ini tidak 
bertujuan untuk membatasi kehidupan bernegara di Indonesia hanya dengan satu 
agama saja. 

Kedua, negara Indonesia Memiliki kewenangan yang sangat terbatas 
dalam mengintervensi urusan keagamaan rakyatnya. Kewenangan negara itu 
terbatas pada urusan administrasi keagamaan dan penjaminan terhadap kebebasan 
dan ketenangan warga negara dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya. 
Sementara dalam konsepsi Islam, kewenangan intevensi negara itu tergantung 
pada konsep mana yang hendak dipakai.; Integralistik, Sekuralistik, atau 
simbiotik. Penulususan melalui penelitian ni menunjukan bahwa Indonesia 
ditinjau dari perspektif hukum Islam, mengikuti aliran ketiga yaitu simbiotik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia kembali disuguhi tema lama yang sebelumnya sudah sering 

diperdebatkan; bagaimana hubungan negara dengan agama. Pembahasan ini 

sebenarnya telah “usang”, sebab telah banyak pembahasan dan penelitian yang 

dilakukan dalam rangka mengklarifikasi persoalan ini. Hanya saja, pembahasan 

ini tetap booming dan selalu menarik untuk dikaji.1 Terlebih, jika pembahasan ini 

dilatari oleh peristiwa atau kasus yang terjadi di masyarakat.  

Satu dasawarsa terakhir menjadi satu titik terang bahwa perdebatan 

wacana lama itu kembali menyeruak di Indonesia. Hal itu diawali dari fenomena 

kafir mengkafirkan, atau sesat menyesatkan kelompok (aliran) Islam satu terhadap 

kelompok lainnya. Polemik semacam ini kembali terjadi pada akhir tahun 2007 

dan klimaks sepanjang tahun 2008.2  

Klimaksnya fenomena itu ditandai dengan tindak anarkis yang terjadi di 

masyarakat tingkatan paling bawah. ”Keenganan” kelompok mayoritas3 menerima 

                                                 
1  Baca misalnya, Muhammad Husein Heikal, Pemerintahan Islam, alih bahasa: Tim 

Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 45; Munawir Sjadzali, Islam dan Tata 
Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 41-197. Sementara  
pemaparan tentang hubungan agama dengan negara dalam konteks Indonesia, baca, Bahtiar 
Effendy, Islam dan Negara (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998), hlm. 1-6.  

2  Pada awal tahun 2008, tindak anarkis dipelopori oleh kelompok tertentu. Di antara 
peristiwa yang terjadi terkait hal ini adalah Peristiwa Monas pada 1 Juli 2008. Sigit Budi 
Darmawan, Tragedi Monas dan Membangun Demokrasi, dalam 
http://www.mybloglog.com/buzz/community/ Akses, 22 September 2008  

3  Di Indonesia, kelompok mayoritas diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI 
memiliki program penyelesaian persoalan umat Islam di Indonesia dengan mengeluarkan produk 
hukum (fatwa), termasuk fenomena munculnya berbagai ajaran “baru” Islam di masyarakat. 
Sejauh ini, MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa menyesatkan beberapa aliran itu, misalnya 
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kehadiran beberapa kelompok lain berikut ajarannya, diwujudkan dengan 

mengeluarkan fatwa penyesatan terhadap kelompok lainnya. Sementara di 

masyarakat umum, fatwa itu dilanjutkan dengan penyelesaian secara langsung 

(main hakim sendiri). Tindak anarkis inilah yang memberi kesan bahwa 

masyarakat beragama (Islam) itu tidak dapat menyelesaikan persoalan internalnya 

sendiri sehingga kekuatan negara harus turun mengamankan. Dalam kondisi ini, 

negara sebenarnya berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi negara memiliki 

kewenangan yang sangat terbatas dalam mengurusi dan menyelesaikan konflik 

aliran keagamaan, namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk 

menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat karena telah menjadi tujuan 

didirikannya negara Indonesia. 

Dalam suasana yang dilematis inilah kemudian menimbulkan pertanyaan 

mendasar, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bertindak. Beberapa 

tanggapan mengenai penyesatan terhadap suatu aliran yang kerap berujung pada 

tindak anarkis tampaknya dengan sendirinya mengarah kepada satu kesepakatan 

bahwa pemerintah, dalam hal ini, memang harus memiliki sikap yang diwujudkan 

melalui tindakan yang tepat sesuai dengan amanat konstitusi. Pemerintah dalam 

hal ini idealnya juga harus berada berada pada posisi tengah dan tidak mengklaim 

sesat-tidaknya salah satu kelompok Islam itu, karena Indonesia adalah negara 

hukum yang memiliki ideologi Pancasila, bukan Islam. Tetapi idealitas ini 

ternyata tidak didapati ketika pemerintah cenderung memilih sikap membela salah 

                                                                                                                                      
Aliran Inkar Sunnah (tahun 1983), Negara Islam Indonesia (tahun 2003), Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia (LDII), Ahmadiyah (tahun 1980 dan 2005), Al Qiyadah Al Islamiyah (tahun 2007), 
Komunitas Eden (tahun 1997), dan Jemaah Ngaji Lelaku (tahun 2005). Lihat 
http://www.pintunet.com. Akses, 19 Januari 2008; Baca pula, Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan 
Paham Sesat di Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 29-146. 
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satu kelompok ”yang sedang bertikai” itu. Beberapa pernyataan yang dilontarkan 

langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan beberapa aparaturnya 

menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kelompok mayoritas. Dalam hal ini, 

pendapat (fatwa) yang dikeluarkan MUI (salah satu pihak yang terlibat dalam 

konflik ini) menjadi rujukan utama bagi negara.4 Selain itu, penerbitan Surat 

Keputusan Bersama (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung), 

pada Senin 9 Juni lalu, dinilai sebagai tindakan berlebihan pemerintah terhadap 

privasi rakyatnya.5  

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, perkara 

keagamaan sebenarnya telah diatur dengan cukup baik. Dalam UUD 1945 

(hierarki hukum tertinggi Indonesia) bahkan telah menjamin setiap warga negara 

Indonesia untuk melaksanakan ajaran keagamaannya dengan tenang dan damai.6 

Meskipun, di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dalam beberapa aturan, 

ditemukan kejanggalan dan beberapa pertanyaan terkait dengan penjaminan 

terhadap HAM, khususnya dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. 

Misalnya aturan tentang pelecehan atau penodaan agama (kejahatan terhadap 

agama) yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP.7 

                                                 
4  Baca dalam http://www.gusdur.net/indonesia/templates/gusdurind/images/bg_left. 

Akses, 2 September 2008  
5  Yunanto mengatakan hal itu merupakan wujud intervensi berlebihan pemerintah 

terhadap urusan privasi rakyat. Baca, Kurniawan Tri Yunanto, SKB Ahmadiyah; Negara Urusi 
Keyakinan Warga, dalam http://www.vhrmedia.com/file.php. Akses 14 Juni 2008 

6  Lihat pada Bab X Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28A-28J. Beberapa undang-undang 
juga telah memberikan jaminan itu. Ini misalnya ditandai dengan munculnya UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. 

7  Sarwini, Tinjauan Yuridis-Kriminologis Terhadap RUU KUHP: “Kriminalisasi” Atas 
Peghinaan Agama dan Kehidupan Beragama, Catatan Seminar Kriminalisasi Atas Penghinaan 
Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP, (Surabaya: 13 Desember 2005), 
hlm. 9.  
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Di sisi lain, ajaran Islam juga terlihat tidak tertinggal dengan perihal ini. 

Bahkan jika dirunut jauh ke belakang, konsep perlindungan terhadap HAM seperti 

banyak ditemukan tokoh-tokoh negara modern, bahkan terlebih dahulu telah 

ditegaskan Islam melalui nash, dan diterapkan semenjak awal lahirnya Islam.8 

Terkait dengan kajian ini, Islam secara khusus menempatkan kebebasan memeluk 

agama dan berkeyakinan (QS. Al Baqarah: 256) menjadi salah satu hak dasar 

yang harus dijamin. Selain itu, Islam juga memberikan kesempatan seluas-luasnya 

bagi setiap muslim untuk menerjemahkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan 

nyata (ijtihād).9 Dengan demikian, benang merah yang dapat ditarik dari kedua 

perspektif itu adalah keduanya memberi jaminan kepada setiap orang 

menjalankan agama dan keyakinannya. 

Dalam menanggapi persoalan ini, maka penjelasan mengenai bagaimana 

sebenarnya batas-batas kekuasaan negara menjalankan kewenangan, menjadi satu 

prsoalan yang sangat urgen untuk dikaji. Selain itu, bagaimana sebenarnya 

pedoman dalam menjalankan ajaran keagamaan (bukan pedoman dalam memilih 

aliran keagamaan) dan menanggapi suatu perbedaan pemahaman terhadap ajaran 

agama, perlu pula dikaji kembali, khususnya dengan kerangka kehidupan yang 

dijalani saat ini. Tentu, pengkajian terhadap hal ini tidak dapat hanya ditinjau dari 

sisi hukum positifnya di Indonesia, mengingat perdebatan mengenai penerapan 

syariah Islam dalam kerangka negara perspektif Islam kembali menyeruak pula, 

maka penjelasan tentang hal ini tentu menjadi tuntutan pula. 

                                                 
8  Nurcholis Madjid, dkk, Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di tengah 

Krisis Humanisme Universal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 19-33 
9  M.A. Fattah Santoso, dkk., “Islam Dan Hak Asasi Manusia” dalam Fajar Riza Ul Haq 

dan Endang Tirtana (ed), Islam, HAM dan Keindonesiaan: Refleksi dan Agenda Aksi Untuk 
Pendidikan Agama (Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2007), hlm. 50-55 
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Negara aman, tentram, dan sejahtera merupakan harapan bagi setiap warga 

negara. Bagi Indonesia, ini menjadi target yang hendak dituju dalam 

penyelenggaraan negara. Dalam banyak kondisi yang dialami warga negara 

Indonesia, tujuan itu masih menjadi angan-angan, dimana terlalu banyak kondisi 

sosial yang dialami masyarakat yang tampaknya justru menjauh dari tujuan 

penyelenggaraan republik ini. Salah satunya adalah realita keagamaan di 

Indonesia seperti tema yang diangkat dalam karya ini.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah 

dipaparkan, maka masalah yang akan dijawab dan dipecahkan melalui penelitian 

ini adalah sebagi berikut: 

1. Apa landasan atau dasar negara Indonesia mengintervensi urusan 

keagamaan warganya? 

2. Bagaimana batas-batas kewenangan negara dalam mengintervensi urusan 

aliran keagamaan warganya dalam perspektif hukum Islam dan Undang-

Undang Dasar 1945? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah penelitian sebagaimana di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 
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a. Menjelaskan alasan-alasan dan dasar-dasar kewenangan negara dala 

mengintervensi urusan keagamaan warga negaranya. 

b. Mendeskripsikan batas-batas kewenangan negara dalam 

mengintervensi urusan aliran keagamaan warganya perspektif hukum 

Islam dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sementara kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Dari sisi teoritis (keilmuan), penelitian ini akan memberikan kontribusi 

positif kepada para akademisi dalam upaya memahami lebih jauh 

tentang polemik seputar kewenangan negara dalam mengintervensi 

urusan-urusan keagamaan Indonesia. 

b. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat luas, khususnya 

kaum muslimin terkait bagaimana hubungan Indonesia sebagai sebuah 

negara dengan urusan-urusan keagamaan, khususnya Islam. Sementara 

bagi para pembuat kebijakan, hasil dari penelitian ini dapat meninjau 

kembali aturan-aturan tentang urusan keagamaan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sekilas telah dinyatakan di atas, bahwa pembahasan hubungan negara 

dengan agama adalah persoalan klasik yang telah banyak dibahas oleh para pakar. 

Pembahasan tentang kenegaraan umumnya membahas bagaimana seharusnya 
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negara membangun hubungan dengan masyarakatnya, termasuk dalam hal 

persoalan agama yang merupakan urusan personal setiap orang. 

Para intelektual Islam klasik dan abad pertengahan secara umum 

berpendapat bahwa hubungan antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, 

dengan arti bahwa negara adalah bagian dari (perintah) agama. Implikasinya, 

sistem yang diterapkan dalam bernegara ditentukan sepenuhnya oleh ajaran-ajaran 

Islam dengan penafsiran cenderung sepihak yang berasal dari negara, di mana 

tugas negara ditentukan antara lain adalah menjaga agama (hifdzu ad dīn) dan 

mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara’ kepada 

seluruh manusia tanpa membeda-bedakan individu-individunya.10 

Ini berbeda ketika periodeisasi berlanjut pada masa modern 

(kontemporer), dimana terdapat berbagai gebrakan terhadap konsep klasik dan 

pertengahan tentang konsep kenegaraan. Berbeda dengan pemikir Islam di masa 

klasik dan abad pertengahan yang mempunyai visi sama mengenai bentuk 

pemerintahan yaitu lebih memilih monarkhi, pemikir Islam kontemporer memiliki 

visi yang beragam. Seperti pendapat Muhammad Abduh, bahwa di dalam Islam 

tidak terdapat sitem negara yang baku.11 Begitu juga Husein Haikal, yang 

                                                 
10  Achmad Junaidi, Administrasi Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat., dalam 

http://wisnusudibjo.wordpress.com/feed/, Akses 25 September 2008. Beberapa karya intelektual 
Islam tentang kenegaraan yang secara umum sesuai dengan konsep ini antara lain adalah Abu 
Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthāniyah, (Surabaya: Syirkah Bangil Indah, t.th.), hlm. 6; Abd 
al-Rahman Ibn Khaldun, Muqadimah Ibn Khaldun, alih bahasa: Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 1986), hlm. 238-239; Abu A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, alih bahasa: 
Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1984), dan lain-lain. Jika dirunut ke zaman bani Umayah, 
penyelenggaraan Negara adalah kehendak Tuhan (Allah Swt.). khalifah adalah wujud Allah di 
muka bumi, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pada masa ini, aliran Jabbariyah 
dijadikan sebagai tameng justifikasi pemerintahan. Baca, Khairudin Yusyah Sawi, Perebutan 
Kekuasaan Khalifah, alih bahasa: Asmuni MTh dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Safiria Insania 
Press, 2005), hlm. 72-73 

11  Munawir Syadzali, Islam, hlm. 130 
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merumuskan bahwa sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan.12 Indonesia tampaknya tidak jauh 

dari konsep yang dikembangkan intelektual Islam masa ini. 

Buku terbaru yang ditulis oleh Abdullahi Ahmed an Na’im berjudul Islam 

dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah, kemudian menarik 

untuk ditelisik, khususnya dalam kerangka negara modern plus plural semacam 

Indonesia. Tujuan utama buku ini, menurut an-Naim, adalah mempromosikan 

masa depan syariah sebagai sistem normatif Islam di kalangan umat Muslimin, 

tetapi bukan melalui penerapan prinsip secara paksa oleh kekuatan negara. Hal ini 

karena dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan secara sukarela oleh 

para penganutnya. Sebaliknya, prinsip syariah kehilangan otoritas dan nilai 

agamanya apabila dipaksakan negara. Karena itu, pemisahan Islam dan negara 

secara kelembagaan sangat perlu agar syariah bisa berperan positif dan 

mencerahkan bagi umat Islam. Pendapat ini disebut an-Naim sebagai 'netralitas 

negara terhadap agama.13  

Khusus dalam konteks keIslaman di Indonesia, beberapa karya yang dapat 

ditampilkan di sini antara lain adalah buku Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas 

Politik Hukum Islam Di Indonesia, yang ditulis oleh Marzuki Wahid dan Rumadi. 

Dalam buku ini, mereka memaparkan tiga paradigma hubungan antara negara dan 

agama, yaitu: paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma 

sekularistik. Dari ketiga bentuk sistem dalam membangun hubungan negara 

dengan Islam, penulis buku ini tampaknya lebih memilih paradigma sekuler. 
                                                 

12  Muhammad Husein Heikal, Pemerintahan, hlm. 45 
13  Abdullahi Ahmed An Na’im, Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah, 

(Bandung: Mizan, 2007), hlm. 15 
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Pilihan itu mereka tegaskan dengan melihat realitas yang telah dilalui Indonesia 

yang dipenuhi dengan trik-trik politis dengan dasar agama (Islam). Konsep ideal 

justru menjadi terbalik. Seharusnya, Islamlah yang mengatur bagaimana 

berpolitik, tapi realita menyatakan bahwa politiklah yang mengatur agama.14 

Penelitian Bachtiar Efendi tampaknya tidak dapat ditinggalkan dalam 

memandang bagaimana seharusnya relasi yang dibangun antara agama dan negara 

dalam konteks keIndonesiaan. Dalam buku ini, pertanyaan mendasar yang hendak 

dijawabnya adalah apakah Islam dapat berdampingan dengan sistem politik 

(kenegaraan) modern yang banyak dipakai oleh negara-negara di dunia. Analisis 

yang diurainya dengan menelusuri sejarah pergulatan politik di Indonesia sejak 

awal kelahirannya, mengantarkannya pada kesimpulan bahwa relasi itu dapat 

berdampak pada ralasi yang positif dan dapat juga relasi negatif. Bergantung pada 

Islam model apa yang akan dikembangkan. Menurutnya, Islam akan berhubungan 

baik dengan negara Indonesia jika model Islam yang dikembangkan adalah Islam 

substantif dan tidak mengandalkan Islam legalistik-formalistik yang cenderung 

hanya mengunggulkan simbol-simbol belaka.15 

Sebagaimana Efendi, karya Munawir Sjadzali yang berjudul “Islam dan 

Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran” juga terlihat harus dilirik. Berbagai 

pendekatan yang diramunya dalam menelurkan karya tersebut pada akhirnya 

menghasilkan kesimpulan bahwa ideologi Pancasila yang disepakati oleh 

founding fathers dahulu merupakan ideologi yang realistis untuk diterapkan saat 

ini, khususnya negara Indonesia yang memiliki struktur masyarakat yang plural. 
                                                 

14  Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di 
Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 229-230 

15  Baca, Bactiar Efendi, Islam., hlm. 162-163 
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Pancasila menurutnya tidak sedikitpun mengandung pertentangan dengan prinsip-

prinsip Islam dalam menyelenggarakan negara. Dengan model ini, antara negara 

dan agama akan selalu dapat berdampingan dan bersifat simbiotik (saling 

melengkapi).16  

Khusus terkait intervensi negara terhadap agama, Buku yang ditulis Jazim 

Hamidi dan M. Husnu Abadi tahun 2001, sebenarnya cukup representatif 

menerangkan persoalan yang akhir-akhir ini muncul kembali. Dalam 

penelitiannya itu, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 29 UUD 1945, 

pelaksanaan kehidupan beragama; baik intern umat beragama, antar umat 

beragama, dan umat beragama dengan pemerintah, sudah cukup terjamin legalitas 

hukumnya. Kalau dilihat dari pelaksanaan Pasal tersebut dalam kehidupan 

beragama, kewenangan negara terbatas pada masalah “administrasi 

organisasional”, bukan pada masalah material (ibadah dan syariat agama). 

Tindakan negara yang sampai pada pengaturan terhadap bagaimana syariat yang 

benar harus dijalankan, misalnya, berarti negara telah sampai pada pelanggaran 

terhadap HAM warganya. Meskipun sedikit membahas tentang keIslaman, karya 

itu sebenarnya lebih mengutamakan pendekatan hukum positif saja, dan sangat 

minim menggunakan kajian Islam yang terkait dengan tema ini. Padahal, 

pendekatan keIslaman saat ini terlihat sangat mendesak untuk dikaji untuk 

mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan hal ini.17 

                                                 
16  Munawir Sjadzali, Islam, hlm. 235-236 
17  Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi 

Konvergensi Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: 
UII Press, 2001), hlm. 239 
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Tentu, selain beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, masih 

terdapat sederetan literatur yang berkaitan dengan tema ini. Namun demikian, 

perbedaan tetap dapat dipetakan. Penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada 

yang menggunakan pendekatan komparasi sebagaimana yang dilakukan penulis 

berikut ini. Pendekatan dari satu sisi, baik dari sisi hukum positif Indonesia atau 

hukum Islam saja, menjadikan hasil penelitian masih terdapat kekurangan. Sebab, 

yang terjadi di masyarakat saat ini adalah mencampuradukkan antara landasan 

hukum Indonesia dengan hukum Islam. 

 

E. Kerangka Teoritik  

Dalam konsep Islam, agama adalah salah satu elemen hak dasar yang 

harus dijamin keberadaannya.18 Dalam bermasyarakat, satu komunitas keagamaan 

tidak dibenarkan mengganggu keyakinan orang lain, apalagi memaksa orang lain 

untuk mengikuti apa yang diyakininya.19 Sementara dalam kajian Usul Fiqh, ini 

masuk dalam salah satu tujuan syara’ (maqāshid al syarīah).20 Dua di antara 

tujuan syara’ itu adalah menjaga atau memelihara agama (hifdz ad dīn), dan 

pemeliharaan atau perlindungan terhadap akal atau kebebasan berpikir (hifdz al 

‘aql). Dalam kehidupan bermasyarkat, ini menjadi pertentangan pendapat ketika 

kebebasan berfikir masuk dalam ranah keagamaan. Dengan kata lain, ada 

                                                 
18  Ocktoberrinsyah, Riddah dan HAM: Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam, Asy 

Syir'ah, Vol. 36, No. 1, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 27 
19  Terdapat landasan dari nash yang menyatakan demikian. QS. Al Baqoroh: 256 adalah 

salah satu dalil paling popular melandasi hal ini. An Na’im menganggap bahwa formalisasi syariat 
kemudian akan bertentangan dengan substansi ayat ini. Baca dalam Abdullah Ahmed An Na’im, 
Islam dan Negara Sekuler, hlm. 16 

20  Abu Ishaq Al-Syatibi,  Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syariat (Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiyah, 2003), Jilid: II, hlm. 7. 
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anggapan bahwa menafsirkan ajaran Islam dengan bebas pada akhirnya dapat 

menjadi ancaman bagi eksistensi ajaran agama yang benar. 

Terkait dengan pemeliharaan atau perlindungan agama (hifdz ad dīn), Al 

Qur’an dengan sangat jelas menyatakan hak beragama sebagai kebebasan untuk 

memilih seperti ayat yang dkemukakan di atas (QS. Al Baqarah: 256).21 Menurut 

Abdullah Yusuf Ali, ada tiga alasan mengapa Islam menolak pemaksaan 

beragama: [1] agama tergantung pada iman dan keinginan pemeluknya sehingga 

keberagamaan menjadi tak memiliki arti jika dibangun di atas pemaksaan, [2] 

karena batas antara kebenaran dan kekeliruan, menurut Islam, telah jelas, [3] 

petunjuk dan perlindungan Allah selalu ada yang menunjukki jalan ke 

kebenaran.22  

Menurut Abdul Hamid Abu Sulaiman, penjaminan hak kebebasan 

beragama diungkapkan dalam Al Qur’an As Sunnah dengan “kasih-sayang” 

(tawadduhum), “kebaikan” (tuhsinu), “perlakuan yang terbaik” (allatī hiya 

ahsan), dan “pemeliharaan” (dzimmah). Oleh karenanya, klarifikasi sebagaimana 

dilakukan Muhammad ‘Abduh dan Rasyîd Ridhā’, diperlukan atas beberapa isu 

tentang hubungan muslim-non-muslim dalam sejarah, semisal hukuman 

kemurtadan, penerapan pajak (jizyah), dan islamisasi.23 

                                                 
21 Lihat juga Al Insân: 2-3 dan 29-30 dan QS. Yûnus: 99. Berdasarkan riwayat Ibn ‘Âbbâs, 

QS. Al Baqarah: 256 di atas diturunkan berkenaan dengan seorang pria dari kaum Anshâr yang 
bernama Abû Hashin. Ia seorang muslim, sedangkan dua orang anaknya adalah Kristiani. 
Kemudian, ia bertanya kepada Rasulullah: “Bolehkah saya memaksa kedua anak itu untuk masuk 
Islam, karena keduanya enggan kecuali mengikuti Kristen?”. Kemudian turunlah ayat ini. 

22 Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Text, Translation, and Commentary (Beirut: Dâr 
al-‘Arabiyyah li ath-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî’, 1968), hlm. 103. 

23 Abdul Hamid Abu Sulaiman seperti dikutip A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum 
Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 
hlm. 33-35 
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Sementara terkait hifzh al ‘aql, beberapa ayat mendorong manusia untuk 

menggunakan akalnya.24 Bertolak dari motif syari’ah inilah, Islam misalnya, 

melarang muslim meminum minuman yang memabukkan, karena dapat merusak 

akal. Perlindungan terhadap akal pikiran, jika ditarik pesan ideal-moralnya lebih 

jauh, sebenarnya adalah perlindungan hak berpikir dan berpendapat, 

menyampaikan pendapat, dan hak mendapatkan pendidikan yang layak.  

Selama ini hak-hak asasi, tersebut dikooptasi atau diambilalih oleh 

penguasa, sehingga yang diperlukan sekarang adalah bagaimana melakukan 

kontrol, distansi (membuat jarak), dan mengkritisi atas apa yang dikeluarkan 

negara, meskipun kita terlibat di dalamnya. Pendasaran dari hadits, antara lain, 

“Jihad terbesar adalah menyuarakan keadilan di hadapan penguasa yang zhalim.” 

Di beberapa negara Islam, penjaminan hak ini diintegrasikan dalam undang-

undang dasar, semisal dalam undang-undang dasar Suriah  disebutkan “al-

hurriyah haq muqaddas” (kebebasan adalah hak suci yang harus dihormati). 

Implementasinya dalam konteks kenegaraan modern, keduanya masuk 

dalam materi Hak Asasi Manusia. Dalam diskursus keberagamaan, agama adalah 

bagian dari materi HAM yang harus dijamin keberadaannya dalam kerangka 

bermasyarakat. Setiap orang memiliki hak penuh dalam beribadah dan 

menjalankan keyakinan agamanya. Termasuk pula, kebebasan seseorang masuk 

menjadi bagian dari oraganisasi-organisasi dan juga aliran keagamaan tertentu. 

Sejauh ini, semua rumusan tentang HAM menjadi kebebasan beragama bagi 

                                                 
24 Lihat, misalnya, QS.  Âli ‘Imrân: 118, al-An’âm: 151, an-Nahl: 12, dan Qâf: 37-8. 
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setiap orang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, jaminan ini menjadi materi 

konstitusi dan beberapa UU tentang HAM.25 

Menurut Musdah Mulia, paska reformasi, Indonesia sebenarnya 

memperoleh kemajuan dalam isu kebebasan beragama, khususnya dalam hal 

pengaturannya. Meskipun begitu, masih terdapat problem-problem yang menjadi 

pekerjaan rumah dan harus segera diselesaikan, mulai dari persoalan regulasi 

hingga aksi kekerasan yang makin meningkat. Ini berarti, masalah kebebasan 

beragama tidak hanya problem negara tapi juga masalah bagi seluruh anak 

bangsa. Dan bisa dipastikan pula bahwa tidak ada solusi tunggal untuk keluar dari 

masalah yang begitu komplek ini.26 

Cara pandang Islam sendiri terhadap HAM, tidak pernah terlepas dari cara 

pandangnya terhadap status dan fungsi manusia. Manusia adalah makhluk Allah 

yang terhormat (Al-Israa’: 70), (Al-Hijr: 28-29) dan fungsional (Al-An’aam: 165) 

serta (Al-Ahzab: 72). Dari eksistensi ideal, manusia ditarik kepada kehidupan 

yang ideal, manusia ditarik pada kehidupan riil (realitas empirik) agar ia dapat 

terpuji sebagai makhluk yang fungsional. Dalam kaitan ini, ia disebut khalifah, 

dalam pengertian mandataris, yang diberi kuasa, dan bukan sebagai penguasa. 

Dalam satus terhormat dan fungsi mandataris ini, manusia hanya mempunyai 

kewajiban kepada Allah (karena itu, Allah semata yang mempunyai hak-hak) 

dengan cara mematuhi hukum-hukumnya. Semua kewajiban itu merupakan 

                                                 
25  Secara tersendiri terdapat satu bab khusus yang membahas tentang HAM, yaitu bab XA. 

Sementara beberapa Undang-Undang yang dimaksud misalnya adalah, UU Nomor 39 tahun 1999 
tentang HAM dan Undang-Undang  nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  

26  Musdah Mulia, Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi, 
makalah yang disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM “Penegakan HAM dalam 10 
Tahun Reformasi”, di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008, hlm. 32 
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amanah yang diemban (Al-Ahzab: 72), sebagai realisasi perjanjiannya dengan 

Allah pada awal mula penciptaannya (At-Taubah: 111).27 

Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa 

setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. 

Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan 

kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, 

untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang 

disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak 

ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di ma-

napun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, 

setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi 

orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan 

kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia 

mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.28 

Oleh karena masuk dalam kerangka hak asasi dan fundamental bagi setiap 

orang, maka pada dasarnya tidak ada yang dapat memaksakan kehendak 

terhadapnya, karena ini bersifat sangat pribadi (privat), termasuk oleh negara yang 

mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep negara Indonesia, 

keberagamaan sendiri diamanahkan secara langsung oleh ideologi dasar 

Pancasila, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Semenara dalam Islam, 

keberagamaan seseorang dijamin oleh nash, baik Al Qur’an maupun As Sunnah. 

                                                 
27  Yusril Izza Mahendra, “Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan”, Dirosah 

Islamiyah,  (Januari: 2003), hlm. 134-137 
28  Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, makalah disampaikan pada 

acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 
Desember 2005, hlm.10 
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Dengan demikian, prinsip dasar beragama dan segala seluk beluk di dalamnya 

adalah sebuah kebebasan bagi setiap orang, meskipun dalam kebebasan itu sendiri 

terselip pembatasan-pembatasan terhadapnya sebagai wujud dari penghargaan 

kepada hak orang lain dalam bermasyarakat dan bernegara. 

Secara umum, konsepsi HAM dalam perspektif barat sejak awal telah 

diakomodasi oleh Islam, meskipun dalam beberapa sub materi memiliki 

perbedaan. Misalnya, dalam hal memperlakukan kaum tidak beragama (ateis) dan 

non muslim. Dalam kajian fiqh klasik, khususnya, perlakuan terhadap pihak-pihak 

ini memang memiliki perbedaan. Sementara dalam konsepsi HAM modern, 

semuanya harus sama. Barangkali, paradigma yang dibangun memiliki dasar yang 

berbeda. Yang popular dikatakan bahwa Islam berangkat dari paradigma 

teosentris, sementara konsepsi modern berangkat dari paradigma antroposentris. 

Khususnya dalam rangka penegakan HAM, Abdullahi Ahmed An Na’im 

kemudian menawarkan dua pendekatan untuk mendialogkan kembali hukum 

Islam dengan konsepsi modern itu; yaitu, evolusi legislasi yang intinya harus 

mengkaji kembali persepsi ulama terdahulu terkait dengan pemberlakuan hukum 

yang diambil dari beberapa ayat makkiyah dan asas resiprositas yang intinya 

adalah “mengagungkan” persamaan dan kesetaraan setiap orang tanpa 

memandang factor lain, seperti agama, budaya, suku, dan lainnya.29  

Untuk melihat signifikansi pemaparan gagasan an-Na'im bagi kehidupan 

masyarakat modern, khususnya bagi upaya penegakan HAM, menurut Yasir 

                                                 
29  Abdullahi Ahmed An Na'im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberaties, Human 

Rights and International Law (NY: Syracuse University Press, 1990), hlm. 3; Waryani Fajar 
Riyanto, “Kebebasan Beragama: Telaah Kritis Nalar HAM an-Na'im dan Relevansinya Dalam 
Konteks Keindonesiaan”. Tulisan lepas dalam, http://www.hujairsanaky.com. Akses, 2 Februari 
2009 
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Nasution dapat didekati melalui tiga faktor pembentuk sikap dan kesadaran 

hukum masyarakat, yaitu: Pertama, persepsi atau pemahaman yang tepat. Kedua, 

kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh 

masyarakat modern. Ketiga, konsistensi pelaksanaannya, khususnya bagi 

kebebasannya dari unsur diskriminasi.30   

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library reseacht).31 Ini juga 

dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal; hukum dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang dianggap pantas.32  

2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji 

permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, dan dari pustaka yang relevan.33 

b. Pendekatan Komparatif, yaitu dengan membandingkan aturan-aturan satu 

dengan yang lainnya mengenai materi sesuai dengan fokus penelitian. 

                                                 
30  Yasir Nasution, Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat 

Modern, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sumatera Utara, 7 Januari, 1995., hlm. 4  
31  Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985), hlm. 

15 
32  Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (PT. Grafindo 

Persada Jakarta 2003), hlm. 118 
33  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Banyumedia 

Publising, Malang, 2006), hlm. 310 
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Dalam penelitian ini, materi yang akan dibandingkan adalah kewenangan 

negara dalam mengintervensi hak privat rakyatnya dalam hal keyakinan 

keagamaan dalam konteks hukum Islam dan sistem tata negara Indonesia. 

3. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content 

analisys (analisis isi). Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah 

dan memilih data dari berbagai bahan pustaka (bahan hukum) yang ada dan searah 

dengan objek kajian yang dimaksud, dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih 

obyektif dan sistematis tentang kewenangan negara dalam mengintervensi 

kebebasan beragama di Indonesia, termasuk membatasi keberadaan aliran 

keagamaan tertentu di Indonesia dengan perspektif konsepsi negara hukum 

Pancasila dan konsep hukum (negara) Islam. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini secara umum akan 

menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab kedua memaparkan tentang fenomena penyesatan antar aliran Islam di 

Indonesia. Pembahasan ini akan disandingkan dengan perspektif HAM dimana 

salah satu materinya adalah kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Untuk 

menjadikan pembahasan ini komprehensif, maka akan disandingkan antara HAM 

dalam perspektif Islam dan UUD 1945. 
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Bab ketiga memaparkan tentang kewenangan negara dalam konteks negara 

hukum Pancasila dan hukum Islam. Bab ini akan membahas secara teoritis 

tentang kewenangan negara dalam rangka mengurusi kepentingan warganya. 

Dengan kajian ini, teori dasar mengapa negara bisa masuk mengurusi masalah 

privat warga negaranya, seperti persoalan keagamaan, akan dijadikan target untuk 

diungkap.  

Bab keempat adalah bab inti dalam penelitian ini, yaitu tentang dasar-

dasar intervensi negara terhadap aliran keagamaan di Indonesia serta batas-batas 

kewenangan negara itu dalam perspektif hukum Islam dan UUD 1945. Untuk 

melengkapinya, maka diakhir pembahasan akan diungkap bagaimana titik temu 

konsep kewenangan (intervensi) negara terhadap aliran keagamaan (Islam) di 

Indonesia.  

Bab kelima adalah penutup, yaitu bab yang memuat kesimpulan dan saran-

saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di atas, maka dapat 

penulis simpulkan beberapa hal: 

1. Negara Indonesia memiliki kewenangan dalam mengintervensi 

(mengurusi) keagamaan rakyatnya. Ini merupakan amanah dari Pancasila, 

tepatnya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang kemudian 

dimanifenstasikan kembali melalui UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2). 

Adapun beberapa aturan di bawahnya adalah rumusan dalam rangka 

mengkonkritkan aturan-aturaran dasar dalam Pancasila dan UUD, 

khususnya Undang-Undang yang berkaitan dengan penjaminan terhadap 

HAM. Sementara dalam perspektif hukum Islam, kewenangan itu 

bergantung pada konsep mana yang dipakai; integralistik, simbiotik, dan 

sekularistik.  

2. Negara Indonesia memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam 

mengintervensi urusan keagamaan rakyatnya, sebab keagamaan sendiri 

masuk dalam ranah hak asasi setiap manusia. Kewenangan negara dalam 

mengintervensi urusan keagamaan warganya terbatas pada urusan 

adminstratif, seperti dalam urusan pemenuhan fasilitas yang mendukung 

kelancaran ibadah bagi setiap pemeluk agama. Adapun mengenai ajaran 

dari aliran-aliran keagamaan, negara tidak dapat ikut mencampurinya, 
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sebab masuk dalam wilayah personal. Bahkan, jika terjadi perselisihan 

dalam hal ajaran, itu masih berada pada wilayah masyarakat yang juga 

menghalangi negara ikut campur tangan di dalamnya. Negara baru dapat 

mengintervensi aliran-aliran itu jika terdapat ajaran yang menimbulkan 

keresahan masyarakat, mengganggu ketentraman dan keamanan 

masyarakat, atau dapat mengancam eksistensi pemerintahan dan negara. Ini 

didasarkan pada makna filosofi dan historis dari pembentukan Pasal 29 

ayat (1) dan (2) UUD 1945. Sementara dalam kajian hukum Islam 

bergantung pada konsep kenegaraan mana yang dipakai di negara tersebut. 

Menurut konsep kenegaran integralistik, negara adalah bagian dari perintah 

agama sehingga tujuan dari pendirian negara adalah memperjuangkan 

ajaran-ajaran Islam kepada seluruh rakyatnya. Sementara menurut aliran 

sekularistik, urusan agama tidak sewajarnya diurusi oleh negara. Adapun 

simbiotik, menyatakan bahwa Negara akan dijalankan dengan nilai-nilai 

agama yang ada dalam Negara tersebut. Indonesia dalam hal ini lebih 

condong menerapkan konsep ketiga ini. 

 

B. Saran  

1. Penyesatan terhadap satu aliran akan menimbulkan sederetan implikasi 

negatif. Benturan masyakarakat di tingkat paling bawah adalah fenomena 

yang secara langsung dapat disaksikan selama ini. Negara seharusnya dapat 

bijak dalam menanggapi fenomena ini. Dengan kata lain tidak memberi 

prioritas lebih kepada satu aliran keagamaan saja, melainkan harus 
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mengakomodir semuanya secara sama dan berimbang. Terkait hal ini, 

pengaturan tentang eksistensi aliran-aliran keagamaan (Islam, khususnya) 

tampaknya harus dipertegas kembali, atau dihilangkan saja. 

2. Konsep hubungan Negara dengan Islam harus dikembangkan kembali 

sehingga ketegangan antar keduanya dalam hal-hal tertentu dapat 

didamaikan. Untuk menjaga hubungan itu, konsepsi sekularistik 

demokratik An Na’im perlu dikembangkan. Ini adalah konsepsi baru 

sebagai pembaharuan dari konsep sekuler yang banyak dipahami selama 

ini. Pendekatan yang dilakukan oleh penggagas konsep ini tampak lebih 

rasional untuk saat ini 
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